BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1292, 2013 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.
Klirens Etik. Penelitian. Publikasi IImiah.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 08/E/2013
TENTANG
PEDOMAN KLIRENS ETIK
PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Kode Etika Peneliti
yang efektif, objektif, dan berimbang, diperlukan
Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi lImiah;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga
IImu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Pedoman
Klirens Etik Penelitian dan Publikasi limiah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan
IImu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara
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10.

11.

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013;

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Lembaga
Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang
Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

Keputusan Bersama Kepala Lembaga IImu
Pengetahuan Indonesia (LIPlI) dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3719/D/2004 dan
Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama
Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan
Nomor 12 Tahun 2009;

Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti;

Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2009 tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
LIPI Nomor O4/E/2013;
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